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ABSTRAK

Perlindungan dan pemeliharaan terhadap kesehatan merupakan faktor penting 
dalam menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia yang pemenuhannya 
didapatkan melalui bekerja. Dengan tubuh yang sehat, maka manusia dapat 
beraktivitas sesuai dengan pekerjaan yang dimilikinya. Begitupula bagi karyawan PT. 
Pusri Palembang. Sebagai bentuk realisasi dari pemeliharaan kesehatan karyawan 
tersebut, karyawan PT. Pusri Palembang mengadakan atau mengikatkan diri pada 
perjanjian asuransi kesehatan dengan PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Namun 
dalam perkembangannya, muncul Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mengharuskan karyawan BUMN untuk 
menjadi peserta asuransi. Dengan berlakunya undang-undang tentang BPJS, 
karyawan harus menjadi peserta asuransi BPJS demi hukum. Serta untuk biaya 
kesehatan, satu orang karyawan diharuskan membayar dua premi. Atas dasar itulah 
penulis tertarik untuk membahasnya dalam tiga permasalahan pokok, yaitu (1) 
Landasan hukum karyawan PT. Pusri Palembang untuk menjadi tertanggung pada 
BPJS, (2) Legalitas kedudukan karyawan PT. Pusri Palembang sebagai tertanggung 
pada BPJS dan PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dan (3) Koordinasi antara PT. 
Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dengan BPJS menyangkut tertanggung karyawan 
PT. Pusri Palembang. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut tentu perlu 
diadakan penelitian. Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis untuk 
menyelesaikan permasalahan hukum tersebut dilakukan dengan Penelitian Hukum 
Empiris.

Kata Kunci : Asuransi, Karyawan, Kesehatan, Perjanjian Asuransi, Premi

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT. Pupuk Sriwidjaja (PT. Pusri) adalah pabrik pupuk urea pertama di 

Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Desember 1959, merupakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

pemerintah Republik Indonesia. PT. Pupuk Sriwidjaja sebagai suatu 

perusahaan industri yang berada di bawah pengawasan Departemen 

Perindustrian dan Pertambangan didirikan dengan akte Notaris Eliza Pondaag 

Nomor 177 dengan status Badan Hukum Perseroan Terbatas. Keberadaan PT. 

Pusri diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 46 pada tanggal 1 

Juni 1960. Kontrak pembangunan pabrik Pusri Tditandatangani pada tanggal' 

1 Maret 1961 antara PT. Pusri dengan kontraktor Morrison Knudsen

iInternational.

Pada tahun 1964, PT. Pusri yang semula berstatus badan hukum 

“Perseroan Terbatas” mengalami perubahan menjadi “Perusahaan Negara”. 

Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 

tentang Badan Usaha Milik Negara, tepatnya pada Pasal 4, PT. Pusri kembali

PT. Pupuk Sriwijaya, Buku Peringatan 20 Tahun PT. PUSRI, Palembang, 1997, hlm. 26.

1
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mengalami perubahan status badan hukum dari “Perusahaan Negara menjadi 

“Perseroan Terbatas”.

Sebagai sebuah perusahaan industri yang besar, PT. Pusri Palembang 

tentunya memiliki banyak tenaga keija atau karyawan. Karyawan merupakan 

faktor yang sangat penting untuk kemajuan sebuah perusahaan. Karyawan 

adalah aset yang harus diperhatikan, diberi perlindungan, pemeliharaan serta 

pengembangan terhadap kesejahteraannya, terutama di bidang kesehatan. 

Dengan adanya jaminan terhadap kesehatan karyawan, maka akan tercipta 

suasana aman dan nyaman dalam bekerja. Hal ini tentunya berpengaruh besar 

terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan maupun peningkatan
•j

produksi perusahaan.

Wbodoo Pemeliharaan kesehatan pegawai oleh perusahaan diadakan melalui
u-‘tl •: K

berbagai upaya, yang meliputi peningkatan (promotif), pencegahan

(preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif).3 Kegiatan

pemeliharaan kesehatan pegawai ini bersifat individual, yang dilakukan oleh

pemberi jasa kesehatan atau tenaga medis disertai dengan penggunaan obat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berbunyi:

Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa 
pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif,

3 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 215.
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2013,

hlm. 141.
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kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai 
yang diperlukan.

Dalam hal ini, perusahaan memerlukan biaya untuk memelihara 

kesehatan karyawannya tersebut. Untuk mengalihkan beban atas biaya 

pemeliharaan kesehatan karyawan dari perusahaan, muncullah asuransi. 

Asuransi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu alat sosial untuk 

mengurangi risiko dengan menggabungkan unit-unit exposures^yang cukup 

jumlahnya untuk membuat kerugian-kerugian individual dapat diramalkan. 

Untuk itu, perusahan memilih menggunakan asuransi kesehatan. Asuransi 

kesehatan tersebut dimaksudkan dapat memberikan penggantian atas biaya 

pemeliharaan kesehatan karyawan. Pengaturan mengenai asuransi kesehatan 

ini sendiri terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai 

asuransi, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dengan asuransi kesehatan ini, setiap 

karyawan PT. Pusri Palembang harus menyetorkan atau membayarkan 

sejumlah uang setiap bulannya sebagai premi.

Sebagai bentuk realisasi dari pemeliharaan kesehatan karyawan 

tersebut, karyawan PT. Pusri Palembang mengadakan atau mengikatkan diri 

pada perjanjian asuransi kesehatan dengan PT. Asuransi Jiwa Inhealth 

Indonesia. Dalam perkembangannya, muncul Undang-Undang Nomor 24

4 A. Hasymi Ali, Pengantar Asuransi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002, hlm. 30.
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Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang 

mengharuskan karyawan BUMN untuk menjadi peserta asuransi.

Dengan demikian atas dasar peijanjian, karyawan PT. Pusri 

Palembang telah menjadi peserta BPJS. Selain itu, dengan berlakunya 

undang-undang tentang BPJS, apakah karyawan harus menjadi peserta 

asuransi BPJS demi hukum. Serta, apakah untuk biaya kesehatan satu orang 

karyawan diharuskan membayar dua premi. Inilah persoalan hukum yang 

akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini dengan judul “PENYELESAIAN 

KLAIM ASURANSI KESEHATAN BAGI KARYAWAN PT. PUSRI 

PALEMBANG (KOORDINASI ANTARA PERUSAHAAN BPJS 

DENGAN INHEALTH)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat

ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah karyawan PT. Pusri Palembang untuk menjadi tertanggung pada 

BPJS merupakan suatu peijanjian (harus sepakat) atau diwajibkan oleh

hukum?

2. Bolehkah karyawan PT. Pusri Palembang tetap menjadi tertanggung pada 

PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dan sekaligus juga menjadi 

tertanggung pada BPJS? Bagaimana dengan preminya?
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PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia3. Bagaimana koordinasi antara

dengan BPJS menyangkut tertanggung karyawan PT. Pusri Palembang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tiga hal yaitu :

1. Untuk mengetahui dengan jelas mengenai landasan hukum untuk menjadi 

tertanggung pada BPJS.

2. Untuk mengetahui dengan jelas diperbolehkan atau tidaknya karyawan 

untuk menjadi tertanggung pada PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dan 

BPJS sekaligus, serta mendapat keterangan yang pasti mengenai 

pembayaran premi asuransi tersebut.

3. Untuk mendapatkan keterangan secara jelas mengenai koordinasi antara 

PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dengan BPJS menyangkut karyawan

PT. Pusri Palembang selaku tertanggung.

D. MANFAAT PENELITIAN

Terdapat dua manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian

ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

wawasan serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu
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pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai asuransi kesehatan 

dan pelaksanaannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang berguna baik bagi penulis, peserta asuransi 

kesehatan, maupun masyarakat luas mengenai asuransi kesehatan dan

pelaksanaannya.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai dari sebuah penelitian, yang 

menggambarkan batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan 

membatasi area penelitian.5 Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan

menyeluruh mengenai asuransi (pertanggungan) serta untuk menghindari agar

pembahasan skripsi ini tidak menyimpang, maka ruang lingkup penulisan 

skripsi ini penulis batasi sampai pada persoalan yang sesuai dengan rumusan 

masalah yang diteliti serta mengenai asuransi (pertanggungan) yang terdapat

dalam:

1. Peraturan Perundang-Undangan mengenai Asuransi, yang meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional;

,5 gambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2011, hlm. 111.
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b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial; dan

c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Buku III Bab XV Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUH Perdata).

3. Buku I Bab IX Pasal 246 sampai dengan 286, dan Bab X Pasal 302 

sampai dengan 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban 

konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang 

persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan hukum.6 Jadi, teori 

yang dipakai dalam penelitian ini ialah:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa istilah, yaitu overeenkomst (dalam 

bahasa Belanda) dan agreement (dalam bahasa Inggris).7 Dalam hukum 

Indonesia, perjanjian juga dikenal dengan istilah persetujuan atau kontrak. 

Pengertian perjanjian secara umum dimuat dalam ketentuan Pasal 1313 

KUH Perdata yang berbunyi, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain

6 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2007, hlm. 61.

7 Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 2.
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atau lebih.” Maka, perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral 

antara pihak yang mengikatkan diri di dalamnya, disamping memperoleh 

hak-hak dari peijanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban 

sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.

Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat mengikat dan sah, 

maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana 

dimuat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2) Kecakapan untuk membuat suatu peijanjian;

3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan

8

4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat-syarat subyektif, yaitu 

mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan peijanjian. 

Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat-syarat objektif, 

yaitu mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum 

yang dilakukan itu.9

Dalam suatu peijanjian terdapat asas-asas yang harus dipenuhi. Asas- 

perjanjian tersebut bertujuan untuk menghindarkan para pihak dari 

suatu kerugian yang mungkin timbul dari peijanjian yang telah disepakati 

sebelumnya. Asas-asas peijanjian tersebut antara lain:

asas

Ibid.
9 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 17.
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a. Asas Konsensuaiisme

Asas konsensuaiisme adalah asas yang menyatakan bahwa 

perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup 

dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan 

merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat 

oleh kedua belah pihak.10

b. Asas Kekuatan Mengikat {Pada Sunt Servanda)

Asas pada sunt servanda adalah asas yang menyatakan bahwa 

hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang

dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak 

yang dibuat oleh para pihak tersebut11

Asas pada sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian

hukum,.yang berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Asas pada 

sunt servanda ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) 

KUH Perdata, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”12

berlasa\ce\tuaVcm Vmjvlw' •
^uu/h

*nengi/e&f~ bctcjiran

*mdang
1 lbidy hlm. 30.
12 Ibid.
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c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan

kebebasan kepada para pihak untuk:13

a) Membuat atau tidak membuat peijanjian;

b) Mengadakan peijanjian dengan siapa pun;

c) Menentukan isi peijanjian, pelaksanaan, dan persyaratan; serta

d) Menentukan bentuk peijanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa 

“semua peijanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- 

undang bagi mereka yang membuatnya.”

d. Asas Itikad Baik (Goede Trouw)

Asas itikad baik adalah asas yang menyatakan bahwa para

pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi

kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau 

kemauan baik dari para pihak.14

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 

ayat (3) KUH Perdata. Pasal tersebut berbunyi “Peijanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik.”

13 Ibid, hlm. 31.
14 Ibid, hlm 32.
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2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah seperangkat hak yang memberikan 

perlindungan terhadap subjek hukum untuk tidak dirugikan atau untuk 

tidak diperlakukan sewenang-wenang. Menurut Satjipto Raharjo, 

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak 

manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu 

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang 

diberikan oleh hukum.15 Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, 

yaitu:16

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum 

yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa atau pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum 

berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran 

sebelumnya.

asasi

Satjipto Rahaijo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: 

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.



12

3. Hakekat Asuransi

Asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum ialah suatu 

jenis perjanjian. Perjanjian asuransi diatur dalam dua kodifikasi, yaitu 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1774 KUH Perdata 

yang mengklasifikasikan perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian 

untung-untungan, sebagai berikut:17

Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang 
hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun 
bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum 
tentu.
Demikian adalah: 
perjanjian pertanggungan; 
bunga cagak-hidup; 
perjudian dan pertaruhan;
persetujuan yang pertama diatur di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang.

Sedangkan dalam KUHD, pasal pertama yang mengatur perjanjian

asuransi dimulai dalam Pasal 246 yang memberikan batasan perjanjian

asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana 
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, 
dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian 
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan 
yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu 
peristiwa yang tidak tertentu.18

2008 hl ' 80* ^artono» Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika,

18 Ibid, hlm. 81.
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Asuransi adalah suatu peijanjian consensueel, yang artinya perjanjian 

tersebut dianggap telah terjadi apabila telah tercapai kata sepakat di antara 

kedua belah pihak.19 Menurut Prof. Emmy Pangaribuan, peijanjian 

asuransi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1) Perjanjian asuransi adalah suatu peijanjian penggantian kerugian
indemniteits contract), dimana(shcadeverzekering atau 

penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian terhadap 
pihak tertanggung apabila teijadi kerugian dan diganti sesuai atau 
seimbang dengan kerugian yang diderita (prinsip indemnitas).

2) Peijanjian asuransi adalah peijanjian bersyarat. Kewajiban 
penanggung untuk mengganti rugi hanya dilaksanakan apabila 
peristiwa tidak tentu yang dipertanggungkan tersebut benar-benar 
teijadi.

3) Perjanjian asuransi adalah peijanjian timbal balik. Kewajiban 
penanggung untuk mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban 
tertanggung membayar premi.

4) Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang 
belum tentu sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Peijanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko

mempunyai manfaat positif bagi masyarakat, perusahaan maupun 

pembangunan negara.21 Jadi, peijanjian asuransi ini dimaksudkan untuk 

memperoleh kepastian atas penggantian kerugian terhadap suatu peristiwa 

yang belum teijadi.

1! Sutelrti» Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 219.
Sri Rejeki Hartono, Op. Cit, hlm. 84.
Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, 

Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Bandung: P.T. Alumni, 2004, hlm. 1.
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G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti 

dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.22 Dalam 

penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian 

untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., MS, LL.M,

penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab 

isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam

penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian 

yuridis empiris. Penelitian hukum empiris menekankan pada segi 

observasi, berupa penelitian efektivitas hukum (pelaksanaan aturan

hukum).

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi 

dengan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris ini bersumber 

dari:

1. Data Primer

22 Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006,

23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.
hlm. 42.
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama, yaitu masyarakat.24 Data primer tersebut diperoleh dari 

penelitian langsung di lapangan dengan cara mengadakan kegiatan 

observasi lapangan dan wawancara terhadap para responden yang

ditetapkan secara Purposive. Responden tersebut terdiri dari:
-----------7

o
1) PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;

2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan; dan

3) PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan

kepustakaan, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,

yang terdiri dari:

1) Norma atau Kaidah Dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945.

2) Peraturan Dasar, yaitu:

• Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

3) Peraturan Perundang-Undangan

• Undang-Undang Dasar 1945

, ^ ^ Za*na^ Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Pers, 2014, hlm. 30. Rajawali
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• Ketetetapan MPR

Pemerintah• Undang-Undang (UU) / Peraturan 

Pengganti Undang-Undang (Perpu)

• Peraturan Pemerintah (PP)

• Peraturan Presiden (Perpres)

• Peraturan Daerah (Perda)

4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.

5) Yurisprudensi.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, 

hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus hukum dan ensiklopedia.25

3. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini akan dilakukan dengan berfokus pada beberapa 

lokasi, yaitu:

1) PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang beralamat di Jalan Mayor Zen, 

Palembang 30118.

25 Jbid.
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Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang2) Badan Penyelenggara 

beralamat di Jalan R. Sukamto 8 Ilir, Palembang 30114.

3) PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, yang beralamat di Jalan Basuki 

Rahmat No. 886 F 20 Ilir 2 Kemuning, Palembang 30127.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder, penulis 

ggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan kegiatan 

penelitian dengan terjun secara langsung ke lapangan dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

men

Yaitu melakukan pengamatan terhadap objek permasalahan 

yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan penulis dalam 

penyusunan skripsi ini adalah dengan mengamati perihal 

pelaksanaan asuransi kesehatan di PT. Pupuk Sriwidjaja 

Palembang dan mengamati pula tentang pelaksanaan Koordinasi 

Manfaat {Coordination of Benefit/CoB) antara Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan PT. 

Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia menyangkut karyawan PT. 

Pupuk Sriwidjaja Palembang.
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2) Wawancara

Yaitu melakukan kegiatan tanya jawab dengan para responden. 

Adapun para responden yang diwawancarai oleh penulis adalah:

1) Lisma Annisa Rahma, yaitu Staf Hukum di Departemen 

Hukum PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;

2) Jakpar, yaitu Staf pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan; dan

3) Wawan Setiawan, yaitu Staf pada PT. Asuransi Jiwa Inhealth 

Indonesia (Mandiri Inhealth).

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder 

dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier, yang berkaitan dengan asuransi dan pelaksanaan

asuransi.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder oleh 

penulis, selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data-data tersebut 

dengan cara menyusun data secara sistematis dan dianalisis, kemudian 

dijabarkan dengan cara mengklasifikasikan data-data tersebut 

dengan sub-nya masing-masing, untuk mendapatkan kejelasan mengenai 

asuransi dan pelaksanaan asuransi tersebut.

sesuai
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6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran terhadap hasil pengolahan data.26 

Dalam penulisan skripsi ini, data primer dan data sekunder yang telah 

terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian kuantitatif, karena 

terdapat populasi dan sampel penelitian.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini

menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu dengan cara menarik

kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat 

khusus. Artinya, dilakukan penarikan kesimpulan tentang asuransi

sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai asuransi, KUH Perdata dan KUHD, yang selanjutnya dikaitkan 

dan diuji dengan pelaksanaan asuransi kesehatan di PT. Pusri Palembang.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab 

dibagi ke dalam beberapa sub bab yaitu:

: Bab iniBABI merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: UI Press, 2010 hlm. 58 
Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 202.
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berisikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan.

: Bab ini merupakan tinjauan pustaka penulisan skripsi

yang

BAB II

yang akan menguraikan pokok-pokok yang digunakan

selama penelitian, berupa hakekat asuransi, 

perlindungan hukum bagi peserta asuransi, dan teori 

perlindungan hukum, serta akan dibahas pula konsep

tentang asuransi dan pelaksanannya.

BAB III : Bab ini merupakan pembahasan pokok permasalahan

yang telah dirumuskan dalam Bab I, yang akan

dianalisa dan diuraikan berdasarkan teori-teori yang

telah diuraikan pada Bab II.

BAB IV : Bab ini merupakan penutup dalam penulisan skripsi, 

yang berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai

permasalahan yang telah dibahas.
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